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PENETAPAN 

Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Tlk 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten 

Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Murisnaldi, S.H., advokat pada Kantor Hukum 

Murisnaldi, S.H dan Rekan, yang beralamat kantor di Jl. 

Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan 

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2020 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk 

Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 

120/SK/CG/2020/PA.Tlk tanggal 23 November 2020, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, 

tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi 

Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 

November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk 

Kuantan tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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434/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang 

melangsungkan pernikahan pada hari jum'at, tanggal 12 Juni 1996, dan di 

catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Singingi Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau sesuai dengan 

Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh 

KUA Kecamatan Tersebut Tanggal 12 Juli 1996 M;  

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat 

berstatus Perjaka;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di 

rumah orang tua penggugat yang terletak di Kelurahan Bagan Batu 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir selama lebih kurang 1 

tahun dan kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah 

bersama yang terletak di Desa Pasir Emas selama lebih kurang 23 tahun 

dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 

1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir, 

Bagan Batu, 05 Maret 1997;  

2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir, 

Kuansing, 07 Juni 2004;  

3) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir, Pasir 

Emas, 19 Januari 2010.  

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1998, kehidupan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan, yang penyebabnya adalah : 

 Bahwa tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, dan penggugat 

sudah sering menesehati tergugat agar mau merubah sifat buruknya 

akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya;   

 Bahwa pada tanggal 17 November 2020 tergugat sudah menjatuhkan 

talak kepada penggugat;   

 Bahwa tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;   

Disclaimer
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5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk 

menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan 

keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah, sehingga upaya 

perdamaian tidak berhasil;  

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 

17 November 2020 tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;  

7. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa 

sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah 

warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon 

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan 

gugatan dari Penggugat. 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan 

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Primair: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada 

Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;   

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

Subsidair: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa 

hukumnya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 
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Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar 

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan atas upaya damai tersebut 

Penggugat diwakili kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut 

perkara Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Tlk dengan alasan Penggugat dan Tergugat 

telah kembali rukun membina rumah tangga; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala 

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu 

kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah menasehati 

Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga yang rukun dan 

harmonis dengan Tergugat dan ternyata berhasil;  

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan memohon 

mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut 

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat 

dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun 

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera 

diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara; 
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 

434/Pdt.G/2020/PA.Tlk;   

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;   

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 

(empat ratus enam belas ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Niva Resna, 

S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., 

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Hakim Anggota Ketua Majelis 

 

 

TTD. 

 

 

 

TTD. 

Achmad Sutiyono, S.H.I Niva Resna, S.Ag 

  

Hakim Anggota  

 

 

TTD. 

 

Resa Wilianti, S.H., M.H  
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 Panitera Pengganti 
  

 

TTD. 

 Rahmad, S.H.I 

 

Rincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 

2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp280.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00 

5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00 

6. PNBP Pencabutan Perkara : Rp10.000,00 

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00 

6. Biaya Meterai : Rp6.000,00 

JUMLAH : Rp416.000,00 

  (empat ratus enam belas ribu rupiah) 
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